BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kewajiban Sertifikasi Industri Hijau

pada Perusahaan Kayu Lapis dalam prespektif Asas Kepastian Hukum dan

Keadilan Ekologis di Kabupaten Malang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1.

Kewajiban sertifikasi Industri Hijau pada Perusahaan Industri Kayu Lapis tidak
memenuhi Prespektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan Ekologis
dikarenakan bahwa berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian bahwa Penerapan Standar Industri Hijau secara
bertahap dapat diberlakukan secara wajib dan ditetapkan oleh Menteri,
sedangkan industri kayu lapis belum memiliki Standar Industri Hijau yang
ditetapkan oleh Kementrian Perindustrian, akibatnya kewajiban sertifikasi
Industri Hijau bersifat sukarela sehingga pelaksanaan standardisasi Industri
Hijau tidak memiliki daya ikat hukum yang kuat dan memaksa. Pasal 43
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan
penggunaan produk yang memiliki Sertifikat Industri Hijau, hal tersebut
menimbulkan perusahaan industri kayu lapis tidak dapat memperoleh prioritas

dalam penggunaan produk serta tidak selaras dengan tujuan penyelenggaran
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perindustrian untuk mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing , dan
maju, serta Industri Hijau dimana seharusnya perusahaan dalam proses produksi
mampu mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunan sumber daya
secara berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan
kelestarian fungsi lingkungan hidup dan manfaat bagi masyarakat dengan tidak
adanya standar industri hijau pada industri kayu lapis dan sifatnya sukarela
maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan ekologis.
Hal tersebut mampu menimbulkan ketimpangan perlindungan lingkungan,
meskipun emisi karbon dari industri kayu lapis relatif lebih rendah
dibandingkan sektor semen atau tekstil, kegiatan pengolahan kayu tetap
berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis, seperti deforestasi dan degradasi
ekosistem hutan, oleh sebab itu tanpa adanya standar yang berlaku, sektor
industri kayu lapis tidak terjangkau mekanisme sertifikasi yang seharusnya
berfungsi sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan, mengakibatkan
prinsip keadilan ekologis tidak sepenuhnya terwujud, karena perlindungan
lingkungan tidak diterapkan secara merata pada seluruh sektor industri.
Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Sertifikasi Industri Hijau pada
Perusahaan Industri Kayu Lapis sebagai berikut :
a. Ketiadaan Standar Industri Hijau untuk Komoditas Kayu Lapis sehingga
perusahaan tidak memiliki dasar teknis untuk proses sertifikasi.
b. Status sertifikasi yang masih bersifat sukarela, sehingga partifipasi
perusahaan sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif internal bukan

kewajiban hukum.
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Biaya Penanganan dan Sertifikasi yang tinggi dalam penyesuaian fasilitas,
audit lingkungan dan sertifikasi.

Keterbatasan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan
Sosialisasi sehingga tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha

terhadap sertifikasi masih rendah.

B. Saran

1.

Bagi Pemerintah khususnya Kementrian Perindustrian perlu dengan segera
menyusun dan menetapkan Standar Industri Hijau berkaitan dengan Industri
Kayu Lapis agar kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 80
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dapat
terlaksana dengan konsisten sehingga kejelasan regulasi tersebut
mengurangi ambiguitas antara sifat sukarela dan kewajiban sertifikasi serta
memberikan arah kebijakan yang lebih pasti bagi pelaku usaha.

Bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Dinas
Lingkungan Hidup di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota disarankan
dapat memberikan biaya grastis kepada perusahaan untuk kepentingan
pelaksanaan Sertifikasi Industri Hijau dan mampu meningkatkan sosialisasi
dan pendampingan teknis terkait penerapan prinsip-prinsip Industri Hijau
dan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan sertifikasi Industri Hijau
dengan Program PROPER sehingga perusahan lebih mudah memahami
hubungan antara kewajiban hukum, kepatuhan administrasi dan tuntutan

keberlanjutan lingkungan.
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3. Bagi perusahaan Kayu Lapis mesipun belum diwajibkan perusahaan kayu
lapis disarankan untuk secara sukarela menerapakan sertifikasi Industri
Hijau dan Prinsip Keberlanjutan sebagai startegi jangka panjang sehingga
tidak hanya mendukung tercapainya PROPER Hijau atau Emas tetapi juga
meningkatkan daya saing global dan membuktikan komitmen terhadap

keadilan ekologis.
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